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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka 

sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada penelitian tesis ini 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Politik hukum penyusunan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Istimewa Yogyakarta didasari pada berlakunya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka membawa banyak 

perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah 

pembagian urusan pemerintahan daerah. Jadi diperlukan penataan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan tujuan mencegah tumpang tindih kewenangan dan efektivitas 

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh 

karenanya untuk kepastian hukum maka Pemerintah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta bergerak cepat dengan mengeluarkan PERDA 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pengganti 

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2. Kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PERDA DIY Nomor 

3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat setelah dilakukan 
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komparasi antara Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peraturan Daerah 

Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Diketemukan penetapan kewenangan dalam urusan Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang tumpang-tindih terhadap penetapan urusan 

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Tumpang tindih tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 

45 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang mengatur kewenangan dalam urusan 

Keistimewaan dibidang Pertanahan. Urusan pemerintahan dibidang 

Pertanahan yang diatur dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Istimewa Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tersebut bukan merupakan 

kewenangan dalam urusan Keistimewaan. 

3. Upaya untuk menyelesaikan kendala - kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan 

Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa 

Nomor 1 Tahun 2015. Dengan adanya amanat dari Peraturan Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
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Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, maka perlu merumuskan ulang setiap rincian kewenangan 

dalam urusan Keistimewaan dari masing-masing bidang kewenangan 

dalam urusan Keistimewaan yang didasari pada Peraturan Daerah 

Istimewa yang telah ditetapkan maupun yang masih berbentuk Rancangan 

Peraturan Daerah Istimewa termasuk Peraturan Gubernur sebagai 

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Istimewa serta kebijakan-

kebijakan yang telah ditetapkan maupun rancangan kebijakan yang sedang 

disusun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

B. SARAN 

Adanya tumpang tindih atau ketidaksesuaian substansi dalam 

pengaturan terhadap kewenangan dalam urusan Keistimewaan dengan urusan 

pemerintahan konkuren maka diperlukan penyempurnaan pengaturan pokok-

pokok kewenangan dalam urusan Keistimewaan di dalam Peraturan Daerah 

Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 

Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan merujuk ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada masing-masing bidang kewenangan dalam 

urusan Keistimewaan. 
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Terkait dengan fungsi pengawasan pelaksanaan PERDA, DPRD dan 

Kementeri Dalam Negeri juga diharapkan untuk meningkatkan perannya 

dengan secara aktif membina dan mengawasi semua kebijakan daerah yang 

dituangkan dalam produk hukum daerah beserta pelaksanaannya. 
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